BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR § TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MINAHASA UTARA,

bahwa untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah
perlu adanya petunjuk teknis standar operasional yang
menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;

. bahwa petunjuk teknis standar operasional prosedur

penegakan peraturan daerah yang menjadi pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4343);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 705); g~



Menetapkan

-2-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.

3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP, adalah perangkat Daerah perangkat pemerintah
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
menegakkan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan
keputusan Bupati.

4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya
disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Satpol
PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam
melaksanakan tugas menegakkan peraturan Daerah dalam
rangka meningkatkan kesadaran dan  ketaatan
masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap
peraturan Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
a. mengatur SOP Satpol PP dalam penegakan peraturan
Daerah; dan
b. sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan
peraturan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. SOP Satpol PP; dan
b. penegakan peraturan Daerah.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4
Ketentuan mengenai SOP Satpol PP tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.w~
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar  setinp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. p~

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal \3 Me\ 2024

BUPATI MI

JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 13 Me\ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

e

NOVLY GERET WOWILIN;]

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 NOMOR S

_

|




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
TAHUN 2024

NOMOR §

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

.. Pelaksana Mutu Buku Ket
NO | Kegiatan
| Warga | Anggota | Kasie | Kabid Sek Kasat Kelengkapan Waktu Output
1 | Memberitahukan kepada Perda Surat 1 Hari Surat
' masyarakat / Peringatan Ke III Pemberitah
| badan hukum yang akan uan
. diterubkan.
2 - Melakukan perencanaan Penetapan/Perset | 2 Hari
| operasi penertiban. ujuan/Pembongk
- Berkoordinasi dengan aran
pihak kepolisian,
. kecamatan, desa, RT
| serta masyarakat
. setempat
3 | Melakukan pemantauan / Data dan 1 Hari Perkiraan
- kegiatan intelijen <— Informasi Keadaan
Masyarakat
1 Hari

4 | Menentukan waktu untuk
| melakukan kegiatan
! peneruban.

.




Perlengkapan
! dikerahkan, sarana Perorang
| prasarana pendukung, h _ <l Akomodasi
| instansi yang terlibat serta
| pola operasi penertiban
| yang akan diterapkan.

S | Menentukan jumlah , T Kendaraan
| personel yang akan

| 6 | Mengeluarkan surat Rencana 1 Surat
| | perintah penertiban. Perintah
| Tugas
7 | Pimpinan regu memberikan Norma Hukum 30 Menit
_ arahan kepada personel Tanpa Kekerasan
| yang akan melakukan dan HAM
, Penertiban.
. Pelaksanaan 1 Jam Dokument
: O asi
8 | Membacakan/menyampaika Surat Perintah 15 Menit | Dokument
~n Surat Perintah Penertiban. Penertiban asi
9 | Melakukan Peralatan dari 1 Jam Dokument
| penutupan/penyegelan/pem 2 pasukan asi
| bongkaran pendukung Pol PP
{ dan Polres

+ 10 '1. Menerima penutupan/ § 1 Jam

| penyegelan/

. pembongkaran

2. Menolak penutupan/

, penyegelan/

m MENERIMA MENOLAK




o
A
<
-
z
E
-

|
\

(=]

' Peralatan dari 2 Jam

Melakukan negosaas: dan _
membdenaar pemahaman “ pasukan A
krpada orang badan pendukung Pol PP |
»ukum terarbut b m dan Polres
Meiakukan mechas (dapat _
meisbatha~ pinak ketga) . A ,_
rang h.h.u. gsap dapat , , _
menyembazam upava ,
senertban = .E.w:n SERAKAT | v |
S | SEPAKAT | S —
Melakukan tndakan / P’ Peralatan dari 2Jam | _
Jpava paksa jka negosasi _ pasukan v, _
dan mecias: gagal ” pendukung Pol PP _
| dan Polres _

LAPORAN - | . i
- | |
1 Menvampaikan laporan _ | Hasil kegiatan 1 Harn | Laporan

ksan pada saat operasi _ | operasi ' Akhir

penertuban selesa:. l L J , I _
2 Menvampaikan laporan _—]——__5 ; H g m

tertulis dibuat dengan ﬁ W
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BUPATI MINAHASA UTARA,

o

JOUNE JAMES ESAU GANDA




